Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
Covid 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian mengalami
perubahan dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 34 Tahun 2020, salah
satu tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan publik di instansi
pemerintah dapat tetap berjalan efektif. Maka terkait surat edaran tersebut
penyelenggara pelayanan publik harus dapat memastikan bahwa
penyelenggaraan pelayanan publik tetap dapat berjalan efektif selama
menjalankan kebijakan tersebut.



Dalam kondisi yang normal, masih banyak penyelenggara
pelayanan publik yang belum memberikan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan sebagaimana amanat Pasal 15 huruf f UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Maka dalam kondisi Covid-
19 saat ini diperlukan inovasi pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik
salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi (online) sehingga
penyelenggaraan pelayanan publik tetap dapat berjalan efektif. Namun
sayangnya tidak semua penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan
secara online. Penanggung jawab penyelenggara pelayanan publik perlu
melakukan identifikasi produk layanan yang dapat diberikan secara online
dan secara manual (langsung) sehingga masyarakat dapat tetap mengakses
pelayanan dalam kondisi saat ini.
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